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KPK), saya menegaskan ada
sembilan alasan peromba-
kan terhadap lembaga an-
tirasuah sebagai sebuah
keniscayaan. :

" Pertama, Pimpinan KPK
memiliki wewenang yang
luar biasa besar, sehingga
terdorong untuk melakukan
penyimpangan kekuasaan,
seperti pada pepatah power
tends to corrupt, absolute
power corrupt absolutely.

Kedua, patut dipertanya-
kan mekanisme pengang-
katan penyelidik dan penyidik
di KPK yang menimbulkan
multitafsir yang berlanjut pada
putusan praperadilan yang
merugikan wibawa KPK seba-
gai lembaga superbody.

Ketiga, pemahaman asas
kolektif-kolegial dalam pe-
ngambilan keputusan oleh
Pimpinan KPK sering disala-
hartikan pimpinan KPK Jilid 111
dengan cukup disetujui satu
atau dua orang pimpinan saja.

Sejatinya ketentuan asas
kolektif-kolegial tersebut agar
kelima Pimpinan KPK berhati-
hati dan cermat dalam me-
ngambil keputusan karena

tidak diperbolenkan menge-
luarkan surat perintah peng-
hentian penyidikan (SP3).

Kenyataannya, jauh ber-
beda dan telah jatuh korban
yang belum tentu bersalah.
Keempat, hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas kinerja KPK per 23 De-
sember 2013 atau laporan
hasil pemeriksaan Nomor
115/HP/ XIV/12/2013 mene-
gaskan, proses evaluasi dan
monitoring masih perlu di-
tingkatkan.

Khusus terkait eksaminasi
penanganan TPK dan audit
atas kegiatan penyadapan
yang terakhir dilaksanakan
Tim Pengawas pada 2009.
BPK menyatakan bahwa, be-
jum optimalnya audit terha-

- dap lawful interception atau

penyadapan menyebabkan
akuntabilitas proses intercep-
tion yang dilakukan KPK be-
lum sepenuhnya terpenuhi.
Kelima, audit BPK juga

menyatakan, sistem pengen- /

dalian internal KPK dalam
pelaksanaan fungsi koordi-
nasi dan supervisi terhadap
instansi yang berwenang,
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tidak berjalan efektif. Keenam,
ketentuan mengenai batas

_waktu kekosongan pimpinan

KPK dalam UU KPK perlu
diperjelas agar tidak meng-
hambat efisiensi KPK.

Ketujuh, pemahaman me-
ngenai pengertian lex spe-
cialis pada UU KPK telah
keliru. Pengertian tersebut
hanya berlaku untuk kewe-
nangan KPK yang luas dan
menyimpang dari ketentuan
KUHAP, bukan terletak pada
status penyelidik dan penyidik
serta penuntut yang tetap ha-
rus merujuk pada KUHAP
sebagai umbrella act.

Kedelapan, diperlukan
ketentuan yang menegas-
kan tidak adanya penge-
cualian dalam pelaksanaan
seluruh ketentuan UU KPK
dan tidak terbatas pada hak
Pimpinan dan Pegawai KPK
untuk mengajukan gugatan
atau tuntutan pidana. Sem-
bilan, perlu aturan mengenai
pertanggungjawaban Pim-
pinan KPK atas kinerja dan
keuangan KPK lengkap de-
ngan sanksi administratif dan
sanksi pidana. (okz)
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